GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERH{UR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2008

" TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGS! DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbana

MenGingoi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dalom rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14
ayat 2 Peraturan Dcerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organiscsi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
maka perdu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata, Kerja Sekreiariai
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.

Undong-UIndang  Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pemiveni_an Daeroi - 2aerah Mtoncin Tiovinst

falimantan Rarct, Kalimainsor Selatan dan Kalimanicen

Tiaur  {Lembaran Negara Tanun  1ysé  iNomor 65,
Tambatian Lembaran Negara Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ({lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38%0);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 . tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);



10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dasrch (Lembaran Negora Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana teloh diubah derngan Undang-Undeng
Nomor 8 Tohun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 feniang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undong-Undang (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548); dan disbch terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 fentang
Pemeriniahan Doerah (Lembaran Megara Tahun 2008
Nomor 59.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat aan
pemerintahan Daerch {Lembaran Negara Tahun 2004
Nemaor 126, Tambahen Lembaran Negara Nomor 4438);

Peratuian Pemeriniah Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindenan danr
pPemberheniian Pegawai Negeri Sipil (Lembaron Negara
Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran hegaa
Nomer 5014);

Peraiuran Pemerintah Nomor 58 Tanun 2005 feniang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Noinor 4737).

Percturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Normor 4741);

Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal
1 Juli 2008 tentang Pemberhentian
sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa
jabatan  Tahun 2003-2008 dan mengangkat
sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pj. Gubemur
Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubemur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan
Tahun 2008-2013;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2008 ientong Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 05};

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur {Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK,

FUNGSI DAN TATA XERJA SEKRETARIAT CEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KAUMANTAN TIMUR.

BAB |
KETEN!UAN UMUM

Paosal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubermur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Dewan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat SETWAN.



7. sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilon Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat menjadi SEKWAN.

8. Jabatan Fungsiona! adalah Jabatan yung secara tegas tercantum dalam struktur
organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang dalam satu satuan organisasi yang dalam  pelaksanaan fungsinya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

$. Tenaga Ahli DPRD adalah seseorang vong dibutuhkan untuk membantu
kelancaran tugas dan fungsi dan/aiau kelompok ahli/pakar DPRD berdasarkan
kriteria tertentu melalui hasil uji kepctutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan
spesifikasi keahlian dan kepakarannya.

BAB 1l

PEN!ABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRFTARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Perfama
Tugas Pokok

Fcsal 2
SEKWAN memnunyGi iugas puvok mialaksanakan, merumusken, 1nengkcoiddinasikain,
administrasi umum, keuangun, persicangan, dan hubungcan masyarakai  seria
menyediakan tenaga ahli DPRrD.

Fungsi

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalom Pasal 2,
SEKWAN mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijokan kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang telah
ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pengkoordinasian perencanaan administrasi umum, keuangan, persidangan,
dan hubungan masyarakat:

c. pembinaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, persidangan, dan
hubungan masyarakat;

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok jabatan fungsional dan
tenaga ahli;



f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Posal 4

SEKWAN memimpin pelaksanaan fugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal &
SEKWAN membawahkan :

Bagian Umum;
Bagian Keuangan;

" Bagian Persidangan;

.Bagian Hubungan Masyarakat;
Kelompok Jabatan Fungsionaol.

®Qp 00

Bagian Kedua
Bagian Umum
Pascl 4
‘1) Bamvian  Umum  memourydi  jugds pokok melaksanukan  penyiapan bahan
{ 8 . Y !

perumusan kebijakon, koorainasi, perencanaan program Qar pelcporcn, urucun

umum, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkcpan serta urusan rumanh
tangga DPRD.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKWAN.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian
Umum mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan umum;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program.
evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan urusan dalam rumah tangga:

d. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi  umum dan
kepegawaian, ketatalaksanaan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Fasal 8
(1) Bagian Umum, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyusunan Program:
b. Sub Bagion Urusan Dalam;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaidin.
(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimenca dimaksud pada ayat {1} masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Suo 3cgicn yang dalom melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Bagian Umum.

Pcsal 9

(1) Suo Bagian Fcrnyustnan Progrem mempunyai tugas meiukukan pengumpulan dan
.penyiapan bahan perencanaan progrom, monitcring. evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Urusan Daiam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penviapan bahan inventarisasi, periengkapan dan pemeliharaan barang.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpgulan
dan penyiapan bahan adminisirasi umum, ketatclaksanoan, dan kagcaawaian.
dadian Ketige
Bagian Kevangan
Pasal 10

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiopan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan;

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowcb kepada
SEKWAN.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan administrasi keuangan:
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan anggaran;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran;



d. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan verifikasi, pembukuan, dan
penyusunan laporan keuangan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atusan sesuai dengan bidang tugos dan
fungsinya.
Fasal 12
(1) Bagian Keuangan, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;

b. Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran;
c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebcgaimana dimaksud pada ayat (1} masing-masing
“dipimpin oieh seorong Kepala Sub Bagion yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung icwab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Posal 13

(1) Suk Bagian reny 'sunan Anggaran memnpunyai egas malakukan nengumpuian
Jdan poenyiaoan LCEaN penyusuNan Perencanaan angdarar.

{2) Sub Bagian Pelaksaraan Arigy aan mempunvci fugas melakukan pengumpuian
dan penyiapan bahaon peroendaharaan  anggaran dan penerbitan SPMU
pelaksanaan anggaran.

(3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas pokok melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan verifikasi, pembukuan, dan penyusunan

laporan keuangan.
Bagian Keempat
Bagian Persidangan
Pasal 14

(1) Bagian Persidangan mempunyai fugas pokok melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi persidangan dan risalah, hukum dan perundang-
undangan serta keprotokolan:

(2) Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab kepada
SEKWAN.



Pasal 18

Unfuk menyelenggarakan iugas pokok sebagaimana dimeoksud dalam Pasal 14,
Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumuscn kebijakan urusan persidangan;

b. penyiapan bahan kocrdinasi perenzaonatn program persidangon dan risalah,
hukum dan perundang-undangai seria keprofokolan:

c. penyiapan bahan pembinaan, btimbingan, pengendalion  persidangon can
risalah;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hukum dan perundang-
undangan; '

e. penyiapan bahan pembinaan, vimbingan, pengenddalian keprotokolan;
f. pelaksanaan tugas i yang diberikon otfasan sesuai dengan bidang tugos dan
fungsinya.
Pacal 16
{1} Bagianr rersidangan, membawahkan :
a. Sub Bagian Persidongan dan Ricaloh;

b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
c. Sub Bagian Protokol.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan persidangan dan hcs‘il risalah rapat.

(2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyiopan bahan pengkgjian hukum  dan perundang-
undangan. '

(3) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan keprotokolan
DPRD.



Bagian Kelima
Bagian Hubungan Masycrakat
Pasal 18

(1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelayanan masyarakat, publikasi,
perpustakaan, dan dokumentacsi;

(2) Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bagion yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
SEKWAN.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalom Pasal 18,
Bagian Hubungan Masyarakai mempunyai fungsi :

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan hubungan masyarakat,

b. penyiapsn bohan koordinasi perencanaan program pelayanan masyarakat,
pukkusi, perpustakaan, dan dokumeiasi; :

C. peayiapain bohan penicinoan, himbingan, pengendalian pelayanan masyarokat;
d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian publikasi;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perpustakaan dan
dokumentasi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Pasal 20
(1) Bagian Hubungan Masyarakat. membiawahkan :

a. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat;’
b. Sub Bagian Publikasi;

c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mosiﬁg—moéing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat.
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Pasal 21

(1) Sub Bagian Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan pelayanan masyarakat.

(2) Sub Bagian Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan pemberitaan dan pengkajian informasi serta publikasi.

(3) Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas meiokukan
pengumpulan dan penyiapan bahan perpustakaan dan dokumentasi.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

. Pasal 22
kelompck Jabatan Fungsicnail berkedudukan pada SETWAN Provinsi Kalimantan Timur
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan fingkat
keterampilan dan keahliannya.

tasaui 25
(1) Kelomnok Jabatan Fungsionai torcih ctas sejuminn tenaga aalam jenjung abatan

fungsional yang cibag: dalam bercagai keiompok sesuai tidang ~eisrompilan dan
keahliannya.

(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat
oleh Gubernur atas usul SETWAN.

(3) Jenis, jenjong dan jumiah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan, kemampuaon dan beban kerja sesuai peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Bagian Ketu]uh
Tenaga Ahli
Pasal 24
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah tenaga ahli sesuai

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok
pakar/ahli yang dalom melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan dan
difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

(3) Mekanisme atau tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli

dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat DFRD melalui uji kepatutan dan
kelayakan. '

(4) Kebutuhan Tenaga Ahli disesuaikan dengan spesifikasi keahlian dan kepakaran
secara profesional.

(5) Masa kerja, fugas dan fungsi tenaga ahli ditefopkon berdasarkan kebutuhan riil
dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam surat
kontrak kerja atau surat perjanjian kerja.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasai 25

(1) SEKWAN diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang
meamenuhi syarct ~tas persetuivan Pimpinian Devvain.

i2) Kepaia Baginn dan Kepala Sub Bagicn diangkut dan dibernentikan oleh Gubemur
dari Pegawai Negeri Sipii yany memenuhi syarat cias usul SEKWAN.
BAB V
ESELON ORGANISAS! SEKRETARIAT DPRD
Pasal 26
(1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon ll.a;
(2) ¥epala Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon lil.a;
(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.c.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 27
(1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKWAN, para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian

dan Jabatan Fungsional serta Tenaga Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.



(2) Sefiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SETWAN bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan  bawahannya  masing-masing  serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
berftanggung jawab kepada atasan masing-masing serfa membuat laporan
berkala tepat pada wakiunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
waijib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(6) Seficp pimpinan satuan organicasi diingkungan SETWAN waijib melaksanakan
pengawasan melekat.

Pasal 28

Dalam hal SEKWAN berhalongan, Ketua DPRD menunjuk saloh seorang Pegdwai
Negeri Sipil dalem lingkungan SETWAN yang terfua dalam pangku! dan jebaten
seoagdl peicbat yang mewakili SCTWAN.

BAB Vii
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Segala biaya yang diperiukan akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
(1) Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kefja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut
akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kera;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan gubernur ini sepanjang
mengenai teknis peloksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
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BAB IX
PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

pada tanggal 20 Oktober 2008

pada tanggal 20 Oktober 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 20 Oktober 2008 Kepala Biro Hukum Setda,
Prov. Kaltim,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR W
-7 / | hY
ttd H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat |

Nip. 550 011 07
H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 44



